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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan badan 

publik termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak untuk menunjuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka 

mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan 

cara sederhana; 

b. bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi publik 

terkait dengan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan publik sehingga perlu 
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diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 103);  

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 

 

Pasal 1 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

mendokumentasikan, memberikan layanan informasi, dan 

menyelesaikan pengaduan atau sengketa informasi publik. 

 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dilakukan terhadap: 

a. daftar informasi publik; dan 

b. daftar informasi yang dikecualikan. 

(2) Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala; 

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta 

merta; dan 

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

(3) Daftar informasi publik dan daftar informasi yang 

dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas: 

a. struktur organisasi pengelolaan informasi dan 

dokumentasi; 

b. mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian, dan 

pendokumentasian informasi; 

c. kebijakan umum tentang informasi yang dikecualikan; 

d. pelayanan informasi publik; dan 

e. penyelesaian sengketa informasi. 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.93  

 

-4- 

Pasal 4 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak wajib memberikan informasi tentang program 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara 

tepat, cepat, lengkap, objektif, mudah dimengerti, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar layanan yang 

telah ditetapkan. 

 

Pasal 6 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam 

melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1212), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 28 Januari 2019 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YOHANA YEMBISE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Februari 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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